BUPATI DHARMASRAYA

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 100.3.3.2/ 56 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI PADA KECAMATAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024
BUPATI DHARMASRAYA,

bahwa dalam rangka pengawasan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi pada kecamatan di Kabupaten
Dharmasraya perlu dilakukan Verifikasi dan Validasi
oleh Tim;

bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (5) Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tim
Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim  Verifikasi dan  Validasi
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan di
Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat,

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -
Undang;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

_Ul

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77
Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
sebagai Barang Dalam Pengawasan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor : 744 [KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang
Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024.
Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 525-
875-2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Pada Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Bupati Dharmasraya  Nomor
188.45/340/KPTS-BUP/2023 tentang Penetapan
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kecamatan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024.
Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Nomor : 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk
Bersubsidi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran

Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan di Kabupaten

Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini;

Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk

Bersubsidi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:

1. Melakukan pengendalian dan pemantauan
pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi;

2. Melakukan verifikasi laporan bulanan
penyaluran pupuk bersubsidi

3. Melakukan evaluasi dan analisa persediaan
pupuk bersubsidi di lapangan

4. Membuat laporan tertulis kepada Kepala Dinas
Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten Dharmasraya



KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja Dinas
Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Barat (08) Tahun Anggaran 2024
Nomor : SP DIPA - 018.08.4.089137/2024 tanggal
24 November 2023;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2> Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang

9 Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian di Jakarta,

3. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat di

Padang;
4. Yang bersangkutan
5. Arsip
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